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TENTANG
IZIN OPERASIONAL

PENXYELENGOARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Menimbang

Mengingat

TK MELATI INDAH

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Formal
dan Informal vang terdapat dalam ketentuan Pasal 21 avat
3 Pernturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;

bahwa penerbitan lzin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Formal dan Informal, sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupat
Pesisit Selatan Tentang Izin Operasional Penyelenggrnan
Pendidikan Formal Dan Informal TK Melati Indah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 (entang
Pembentukan Daermh Otonom Kapupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah [ Lembamn
Negara Republk Indonesia Tohun 1956 nomor 25) Jis
undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negnra Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang
Nomor 58 Tahun 108, Tambahan Lembaran Negarn Hepublik
Indonesia Nomor 1643); )
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 4301});

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2013 Nomar
182, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
MNomor 5462);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah | Lembaran Negarm HRepubhlik
Indonesin Teahun 2014 Nomor 244, Tembahan Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah
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lU nar 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus  Atas
ndang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daemah | Lembaran  Negam Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembamn
Negara Republik Indonesin Nomor 5679);

Peraturun Pemerintah Nomor 27 Toahun 1090 tentang
Pendidikan Pm  Sekolah (Lembaran Negam  Hepublik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negam Republik Indonesin Nomor 3411);

Pernturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nemor 41, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomor 4496), schagaimann
telah iubah engan Perntumn Pemerintih Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Pernturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Naslonal
Pendidikan (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410},

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun
2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 4863);

Pernturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan [Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103), scbagaimana telah diubah dengan Pernturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan nlas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggarnan Pendidikan (Lembaran
Negarn Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Menteri Penidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik
Baru pada Taman Kanak - kanak, Sckolah Dasar, Sckolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sckolah
Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gernkan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksam;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

2009 tentang Pelavanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal;
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Keputusan  Menteri
018/U/1997 (e

Pendwlikan Nasional PP
Ke niang Penyelenggarasn Pendidikan pada
Hﬂi':}li!:::nm-m::“L.rh-n Taman Pendidikan Anak (TPA)
051/0.2001 tcl enteri !’rlllileizhxn Nastonal  Momor
i i tentang Pendidikan Annk Usia Dini;
Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesin Nomot
138 Tahun 2017 tentang Penvelenggman  Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Darrah
Peraturan Bupati Peraturun Bupati Pesisir Selatan Nomor
43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas
Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pinnu;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir
Selatan;
Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor
570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standnr
Operasional Prosedur  Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor
570/08/PAUDNI/DPMPPTSP-PS/2018 tanggal 25 Januari
2018 tentang Izin Operasional Penyelengeaurman Pendidikan

Formal dan Informal;

Surat Permohonan Kepaln Sekolah TK Melati Indah,
tanggal 10 Juli 2020 perihal tentang Permohonan lzin
Operasional Penyelenggarann Pendidikan Formal dan
Informal.

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesisir Sealatan Nomor
421/1916/DPK-PAUDNL02/2020,Tanggal 02 Desember
2020, tentang Rekomendasi lzin Operasional TK. Melatl
Indah.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pend idiknn
Formal dan Informal Kepada:

Nama Lembaga : THK MELATI] IRDAH

Jenis kegiatan : TK ( Taman Kanak-Kanak |

Penyelenggara : YULAILA, §P.d

Alamat : Kampung Pasar Taratak, Nagari Taratak,

Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir
Sclatan
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